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SINOPSIS 

Sebagai instansi Pemerintahan yang menyelenggarakan layanan kepada 

masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul harus 

memberikan pelayanan yang baik karena dokumen akta kelahiran adalah hak sipil 

setiap masyarakat Indonesia, otonomi daerah dimaksudkan untuk merangkul 

masyarakat lebih dekat dengan pemerintah, termasuk pembuatan akta kelahiran 

dilimpahkan kepada daerah. Namun banyak daerah yang belum bias menghadirkan 

pelayanan prima dan efektif. Di kabupaten Bantul banyak masyarakat yang masih 

enggan untuk mengajukan akta kelahiran dan sebagian memilih untuk 

menggunakan jasa orang lain karenatidak mau repot dan antri lama serta kurangnya 

informasi yang dimiliki masyarakat tentang prosedur pengajuan akta yang sudah 

semakin mudah oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengambil judul Pelayanan 

dalam Pembuatan Akta Kelahiran dan muncul rumusan masalah: „bagaimana 

pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bantul‟. Dengan tujuan untuk menggambarkan pelayanan yang di 

selenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya dan 

memeberikan masukan kepada instansi terkait pada khususnya. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik 

purposive untuk menentukan informan. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan mengambil 15 

informan sebagai subjek penelitian dengan teknik pengambilan data wawancara, 

pengamatan dan dokumentasi dan kemudian di analisis dengan cara mereduksi data, 

menyajikan data kemudian disimpulkan. 

Hasil penelilian ini menggambarkan bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sudah cukup baik dan sesuai dengan standar  

ukuran dari Menpan. Hal ini dapat diketahui dariindikator tangibles yaitu sarana 

dan prasarana fisik yang mampu menunjang pelayanan dan sebagian besar 

masyarakat yang menjadiinforman menyatakan puas dan nyaman dengan fasilitas 

yang di sediakan walaupun ada masyarakat yang mengungkapkan kurang 

maksimal dalam menyediakan fasilitas, kemudian indikator reability yaitu 

kehandalan pegawai dalam melayani dan masyarakat merasa puas dengan 

pelayanan yang di berikan dan pegawai juga melayani sesuai permendagri nomor 

76 tahun 2016 yang menerapkan sistem ISO dan menggunakan sistem 

komputerisasi, selanjutnya indikator responsiveness yang diterapkan dinas untuk 

cepat menanggapi kesulitan, kebutuhan, kritik dan saran dari masyarakat serta 

jaminan ketepatan waktu layanan dan keakuratan data yang diberikan sudah 

meberikan kepuasan kepada masyarakat dan budaya anti diskriminasi yang 

diterapkan juga melengkapiindikator pelayanan yang menggambarkan bahwa 

pelayanan yang diselenggarakan sudah cukup baik. Hal ini diperkuat dari data 

Dinas yang menunjukkan bahwa 92% anak di Kabupaten Bantul sudah memiliki 

akta kelahiran
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Di berbagai lembaga saat ini berlomba-lomba untuk meningkatkan 

pelayanan yang prima dimana saat ini kepuasan konsumen menjadi hal yang 

paling utama, dengan meningkatkan pelayanan maka produk yang 

ditawarkanpun diharapkan dapat banyak diminati dan dinikmati oleh konsumen. 

Konsumen saat inipun juga semakin kritis dimana dengan teknologi yang 

semakin canggih maka kritik konsumen dapat dituangkan dengan layanan pesan 

hingga sosial media. Sehingga diharapkan oleh konsumen pelayanan semakin 

lama akan semakin baik. 

Dengan teknologi yang semakin canggih dan sistem demokrasi yang 

berlaku di Indonesia pemerintah juga tidak luput dari perhatian dan kritikan dari 

konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat pengguna layanan serta segala 

sesuatu yang menyangkut pemerintahan negara Indonesia dapat di ketahui dan 

di akses oleh masyarakat luas hal ini memang semestinya di lakukan oleh 

pemerintah baik pusat maupun daerah berdasarkan azas transparansi, sehingga 

kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat bisa terwujud. Dalam 

bukunya Wicaksono (2010:2) mengatakan bahwa perubahan paradigma 

birokrasi, dari paradigma mengatur menjadi paradigma melayani dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, memerlukan adanya suatu upaya 

rekonstruksi kultur dan manajemen birokrasi. 
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Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya tetapi untuk 

melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam 

mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998:139). 

Pemerintah yang tugasnya adalah melayani masyarakat harus memiliki 

kultur atau budaya melayani yang baik sehingga masyarakat sebagai pengguna 

layanan sadar bahwa masyarakat memang sangat perlu akan layanan yang di 

selenggarakan oleh pemerintah dan mampu dirangkul menjadi bagian dari 

pembangunan disegala sektor. Perbaikan dalam pelayanan publik oleh 

pemerintah selalu dilakukan, hal ini di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 

25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Peningkatan mutu layanan kepada masyarakat juga menjadi tujuan dari 

otonomi daerah dimana dimaksudkan agar pemerintah lebih dekat dengan 

masyarakat sehingga semua masyarakat dapat dirangkul dan dilayani dengan 

lebih cepat karena lebih dekat dimana sebagian urusan pemerintahan 

dilimpahkan kepada pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat dengan 

mudah mengakses layanan pemerintah lebih dekat dan lebih cepat, mengingat 

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan negara kepulauan yang 

memiliki kebudayaan yang sangat kaya. Dengan otonomi daerah yang dimiliki 

saat ini pelayanan diharapkan dapat lebih efektif karena dapat diakses 

masyarakat di daerah-daerah dengan lebih cepat sehingga diharapkan 

kesejahteraan dapat terdistribusi merata hingga ke daerah-daerah yang tidak 

memungkinkan untuk dijangkau oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah juga 

dimaksudkan agar dapat memanfaatkan putra daerah untuk memajukan daerah 
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masing-masing dengan demikian pelayanan menjadi lebih efektif karena yang 

mengetahui budaya, keinginan serta kebutuhan masyarakat daerah adalah 

daerah itu sendiri, sehingga diharapkan pembangunan dapat lebih cepat dan 

merata di setiap daerah dengan adanya otonomi daerah. 

Otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di 

daerah-daerah di berbagai aspek termasuk kesejahteraan sosial agar dapat 

merata di setiap daerah, untuk menentukan tingkat kesejahteraan di suatu 

daerah maka penting untuk diketahui tentang perkembangan dan perubahan 

penduduk di suatu daerah hal ini sesuai dengan pembagian fungsi serta 

pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah maka di limpahkan 

pada dinas kependudukan, dimana tugas pokok dari dinas kependudukan adalah 

pencatatan perkembangan dan perubahan penduduk di daerah tersebut seperti 

pencatatan kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, perkawinan, perceraian, 

pengesahan anak, pengakuan anak dan lain sebagainya. 

Kelahiran dan kematian sangat penting untuk diketahui oleh suatu negara, 

tidak hanya dalam lingkup negara tersebut namun seluruh dunia penting di 

ketahui jumlah kelahiran dan kematian. Tidak hanya untuk sekedar diketahui 

jumlah kematian dan kelahiran penting untuk mengetahui jumlah penduduk di 

suatu wilayah. Dengan diketahuinya jumlah penduduk maka pemerintah dapat 

mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengendalikannya agar tidak 

terjadi ledakan penduduk sehingga kesejahteraan bisa merata dan tidak terjadi 

ketimpangan. 
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Di Indonesia kelahiran dan kematian wajib di laporkan kepada pemerintah 

setempat dan kemudian dibuatkan akta yang kemudian diperlukan untuk 

membuat kartu keluarga yang baru serta untuk mengurus berbagai keperluan 

misalnya akta kelahiran di perlukan untuk mendaftarkan anak sekolah dan akta 

kemaian untuk mengurus warisan dan sebagainya. Selain dari hal di atas akta 

adalah bukti autentik tentang eksistensi setiap individu sebagai warga negara 

Indonesia. 

Dengan adanya dinas kependudukan dan catatan sipil di setiap daerah maka 

urusan kependudukan dan catatan sipil dapat ditangani oleh dinas 

kependudukan dan catatan sipil di daerah masing-masing dan pemerintah pusat 

tidak perlu turun secara langsung dan tinggal menerima laporan dari setiap 

daerah. Urusan kependudukan juga lebih mudah di jangkau oleh masyarakat 

karena jarak yang lebih dekat dan diharapkan dapat lebih efektif karena 

masyarakat tidak perlu berurusan dengan pemerintah pusat yang bisa sangat 

sulit di jangkau oleh masyarakat di daerah-daerah yang sangat jauh dengan 

kantor pemerintah pusat. 

Berdasarkan otonomi daerah maka setiap daerah dapat mengatur urusan 

rumah tangganya sendiri dengan membuat regulasi seperti peraturan daerah. Di 

Bantul Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mulai tangal 1 

Januari Pemerintah Kabupaten Bantul membebaskan biaya pembuatan kartu 

tanda penduduk da akta-akta catatan sipil lainnya seperti akta kelahiran, akta 

kematian, akta pengakuan anak dan sebagainya hanya akta perkawinan dan 

perceraian saja yang di kenakan biaya hal ini sesuai dengan aturan yang 
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tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Pelayanan yang di harapkan efektif dan efisien dengan adanya otonomi 

daerah pada kenyataannya belum terlaksan dengan baik. Walaupun sudah 

menggali kekayaan daerah dengan menyerahkan sebagian wewenang kepada 

daerah ternyata belum seperti yang di harapkan, banyak daerah yang 

pelayanannya belum prima dan tidak efektif. Masih banyak masalah yang di 

alami oleh masyaakat dengan pelayanan yang di berikan oleh pemerintah, 

seperti ruangan yang tidak memadai, pendataan yang tidak sesuai, waktu yang 

lama hingga petugas front office yang tidak dapat “ngemong” dengan baik. 

Dengan digratiskannya biaya pencatatan sipil seharusnya banyak 

masyarakat yang bisa mengakses namun pada kenyataannya 70% warga 

Indonesia belum punya Akta Kelahiran seperti yang di sampaikan oleh Menteri 

Dalam Negri dalam detiknews pada Jumat 22 April 2016. Hal ini tentu sangat 

memprihatinkan mengingat bahwa akta kelahiran adalah data esensial bagi 

seorang anak yang lahir, karena merupakan identitas anak pertama sebelum 

mereka berusia 17 tahun dan bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk. Walaupun 

diselenggarakan sensus penduduk setiap 5 tahun sekali namun masarakat 

seharusnya sadar pentingnya kelahiran dan kematian di ketahui oleh pemerintah 

karena di perlukan untuk menjamin hak masyarakat itu sendiri, misalnya akta 

kelahiran adalah menjadi hak dari setiap anak sesuai dengan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa 

“setiap anak mempunyai hak identitas diri dan status kewarganegaraan”, dan 

akta kelahiran merupakan identitas diri untuk anak dibawah 17 tahun. Namun 
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banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga saat akta dibutuhkan 

harus dengan jalan sidang dan dikenakan denda, padahal saat ini untuk 

memudahkan masyarakat pengurusan akta kelahiran kurang dari sebulan tidak 

dikenakan biaya atau geratis. 

Dewasa ini masyarakat sangat mudah untuk mengakses informasi lewat 

teknologi yang semakin canggih dan banyak masyarakat yang mengetahui 

pentingnya akta kelahiran dan kematian, dan pelayanan di seluruh sektor 

pemerintahan juga semakin di tingkatkan, namun tidak sedikit pula masyarakat 

yang enggan untuk mengurus akta kelahiran serta kematian karena menganggap 

bahwa untuk mengurus surat-surat hingga akta keluar sangat rumit dan 

membutuhkan waktu yang lama sehingga saat sensus penduduk baru diketahui 

bahwa ada banyak kelahiran dan kematian yang terjadi namun tidak di laporkan 

dan tidak dibuatkan akta di dinas terkait.  

Tentang kaitannya dengan banyak masyarakat yang enggan untuk 

mengurus akta kelahiran dan kematian yang berakibat pada administrasi 

kependudukan menjadi tidak riil hal ini tidak lepas dari kultur atau budaya 

birokrasi yang masih paternalistik serta sistem punishment atau sanksi yang 

kurang tegas dari birokrasi sendiri menambah rentetan cap birokrasi yang 

berbelit-belit di masyarakat. Sehingga ada beberapa masyarakat yang lebih 

memilih menggunakan jasa calo untuk mendapatkan akta kelahiran. 

Cap birokrasi yang berbelit-belit sudah bukan menjadi hal baru lagi bagi 

masyarakat karena budaya yang masih paternalistik sangat sulit dihilangkan di 

dalam birokrasi dimana birokrat menganggap bahwa mereka adalah “orang 
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yang dibutuhkan” oleh masyarakat dan terkadang sampai bertindak semaunya 

sehingga membuat masyarakat merasa diremehkan. Banyak masalah yang 

timbul dalam pelayanan publik oleh birokrasi dimana penjelasan yang di 

berikan sering tidak jelas sehingga masyarakat harus bolak-balik dan bingung 

dengan mekanisme yang harus mereka ikuti. Petugas yang melayani masyarakat 

harusnya melayani dengan ramah dan menjelaskan dengan tepat karena tidak 

semua masyarakat memiliki pengetahuan yang luas, bahkan masih banyak 

masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dan banyak 

masyarakat yang menganggap bahwa untuk mengurus catatan sipil dan 

kependudukan memerlukan biaya sehingga banyak yang menunda untuk 

mengurus akta kelahiran sehingga banyak masyarakat yang akhirnya tidak 

memiliki akta kelahiran dan pada saat dibutuhkan harus dengan jalan sidang 

yang prosesnya lebih panjang. Hal ini karena kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang regulasi-regulasi yang ada seperti pembebasan biaya untuk 

membuat akta kelahiran dan lain sebagainya. 

Berdasarkan temuan-temuan yang diuraikan di atas maka muncul 

ketertarikan untuk peneliti mengkaji bagaimana pelayanan Dinas 

Kependudukan dan Catatan sipil dalam penerbitan akta kelahiran. Dalam hal ini 

yang menjadi fokus peneliti adalah akta kelahiran karena akta kelahiran banyak 

di butuhkan oleh anak bahkan sampai dewasa. Dan fokus penelitian ditujukan di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bantul Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
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